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BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG PELAKSANAAN PERCEPATAN INVESTASI
PADA KAWASAN TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kebijakan

Mengingat

percepatan investasi pada kawasan terdampak lumpur Sidoarjo
khususnya terkait insentif pajak, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan
Investasi Pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6330);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014
tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 53);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1
Seri C);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak
Lumpur sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59
TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERCEPATAN
INVESTASI PADA KAWASAN TERDAMPAK LUMPUR
SIDOARJO.



Pasal l

Ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Lumpur
Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 359), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

a.

pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara

lain berupa;

1. penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak tanah dan bangunan;

2. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam
hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/ atau sanksinya;

3. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan/ atau

4. pembayaran bertahap pajak daerah;

pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

pemberian bantuan modal atau dana stimulan kepada usaha mikro,

kecil, dan/atau koperasi di daerah;

bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil,

dan/atau koperasi;

bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau

koperasi; dan/atau

bunga pinjaman rendah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Juli 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,
ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 52

NOREG PERBUP : 52 TAHUN 2020



